
BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI I(ALIMANTAil TENGAII

PERATURAIT BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR ? TAHUN 2O2O

TENTAITG

PEilGELOLAAN AIR LIMBAH DOMffiTTK

DENGAN RATIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAIII,

Menimbang : a' bahwa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat d.an
l]ngJ<ungan yang baik dan sehat serta untuk mencapai
derajat kesehatan yaqg optimar sebagai bentuk pemenuhan
hak 'konstitusional w&rga negara yang dijamin dalam
Undang-Undang Dasar tg"a5; J ---o

b. bahwa air. :limbah domestik yang dibuang ke media
lingkungan berpotensi menimbuliran"p.".r-" ran dan/ atau
kerusakan: ling yang dapat menurunkan derajat
kesehatan, aaii$&U*liirit"i t.gi"t"rr- *.rrrrui. sehinggaperlu dtatur pedoman pengelolaan air limbah oJ"r,
Pemerinhh nadrati,XaUiipaten Barito Selatan;

c. bahwa penge-lotrean Ar limbah domestik merupakan urusan
Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana ketentuan
Lampiian, Undang-Und,,q..!g Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah yang harus dilaksanakan "..*Isinergi, berkelanjuq .dan profesional, guna mengendalikan
pembuangaa air limhah, domestik, melindungi kualitas air
tanah ''dan 'air, permuk{44; dan meningkLtkan upaya
pelestarian::fu,ngsi- linskuh hidup khuJusnya sumber
daya air;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Air;

Mengingat : 1. Undang*Undang Nornor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 19SB tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 1 82O);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO9 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor I4A, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 5059) ;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2AAg tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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tahun 2oog- Nomor r44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

+. undang-undang Nomor 1 Tahun 20 1 1 tentang
Perumahan dan Kawasan permukiman (Lembaran NegariRepublik Indonesia Tahun 2a1r Nomor T, Tambalan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor slgg);

5. undang-undang Nomor 2s Tahun 2or4 tentang
Pemerintahan Daerah fl,embaran Negara Republik Indonesil
Tahun 2ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5ss7) sebagaimana tEtrr,
beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang
Nomor 9 Tahun 20 ls tentang perubLhan Kedua Atasundang-undang Nomor 2s rahun 2or4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun2015 Nomor 5g, Tambahan Lenibaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56Z9l;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan pengendalian pencer.raran
(Lembaran .Neg4qa, Republik Indonesia Tahun 2OAl Nomor
153, , Tambahan Lern-baran Negara Republik Indonesia
Nomor a767);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2ol4 tentang
Kesehatan.'- Lingkungan (Le*t;""-=-N"S*" Republik
Indonesia Tahun 2oi4 Nomor 184, Tamuarran Lembaran
Negara Eqbublik:IA 6riesia l{omor 5570);

8. Peraturan Presiden Nomor 18S Tahun ZOL4 tentang
Percep4tan Pehiediaan'& Minum dan sanitasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 389);

g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2OL4
tentang-,$anitasi-?otat .Berbasis Masyarakat (Berita Negara
Republik',Indones-ia. 2A14 Nomor i93);

10. Peratur*..,M.rrteri Dalam Neger:i'Nomor 80 Tahun 2015
tentang' PemkUtukan ' P;oduk ' Hukum Daerah {Berita
Negara Reprrblik ,Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
se6agaim*;e tdAU diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomorll2O'Tahuh 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.68/Menlhk/Setjen/ Kum. I / 8/2Arc tentang Baku
Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 1323);

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumatran
Ralryat Nomor A4 /PRT lM/2O77 tentang Penyelenggaraan
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL7 Nomor 456h

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 63);
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14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 16 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Thgas Pokok
dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito
Selatan Tahun 2018 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

MenetapKaN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini Szang dirnaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
perryelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati:Barito. Selatan.
.,:I

4. Perangkat, Daer&.da6.",9n*ur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan $a$at,-.Daerah. dalam perr1rusunan rlnsllr
Pemerintahanty.,6gmenj@ikervenangandaerah;

5. Dinas'adalah$nas,Peke.rjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Ba,rito,Selataa,- :

6. Air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan
yang berwujud-.,g$i!..,.,..,..,,, : i

7. Air limbah domestikl'lidalah air limbah yang berasal dari
usaha, danlatau kegiatan. permukiman, rumah makan,
perkantoran, perniagaan, hotel. dan asrarna.

8. Pengelolaaa air., liinbalr i''dqmestik adalah upaya yang
sistematis, raelyeidruh .dan berkesinambungan dalam
merencanakan, melaksanakan, membina dan mengawasi
penyelen ggaraar' pengolah an air limbah domestik.

9. Pengolahan air limbah domestik adalah upaya mengolah air
limbah domestik dengan cara tertentu agar air limbah
domestik memenuhi baku mutu air limbah domestik yang
ditetapkan.

10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya
disingkat SPALD, adalah serangkaian kegiatan pengelolaan
air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan
prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.

ll.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat y,ang
selanjutnya disingkat SPALD-S, adalah sistem pengolahan
air limbah domestik yang dilakukan dengan mengolah air
limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya ltrrnpur
hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke
instalasi pengolahan lumpur tinja.
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12. sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang
selanjutnya disingkat spALD-T, adalah sistem pengotaha;
air limbah domestik yang dilakukan dengan mengaliikan air
limbah domestik dari surnben secara kolektif ke instalasi
pengolahan air limbah domestik terpusat untuk diolah
sebelum dibuang ke badan air permukaaan.

13. Lumpur Tinja adalah campuran padatan dan cairan,
termasuk kotoran manusia yang terakumulasi di dalam
unit penanganan air limbah domestik setempat dan atau
komunal.

1a. fangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air
limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk /keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah sifat-
sifat air limbah agax air limbah dapat dibuang ke tanah
melalui resapan tanpa menggangu lingkungan.

15. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya
disingkat IPLT, adalah instalasi pengolahan air rimbah yang
dirancang hanya menerima dan mengolah lumpui
tir.da yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Seternpat.

16- Instalasi Pengolahan'Air Limbah Domestik yang selanjutnya
disingkat IPALD, adalah bangunan air yang UeJungsi untuk
mengolah air limbah domestik sehingga memenuhi baku
mutu air limbah domestik yang ditetapkan.

17. Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan
lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi
yang benvenang. yang merupakan program pemerintah
daerah.,,. ' :'

18. Daya dukungi lingkunga , adalah Kemampuan lingkungan
untuk' mendukung pelsghidgpan semua makhluk hidup
yang mqliputi',,:ketersed,iaan srrmber daya alam untuk
memenuhi kebufuhan dasar.

:at izin yang dikeluarkanl9.lzin ' Usaha adat* sul
premeriatahlperne.rintah .'daeraih. kepada orang atau badan
usaha sctdah memenuhri. persyaratan lengkap untuk
lneojalan6r11,'r u.qahaqrq,, ' sssuai 

" 
dengan t rit"A* yang

tercantum pada: Slrrat, Ijin Usaha tersebut.

20. Sistem penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan
lrrmpur tinja atas permintaan pelanggan.

Zl.Balror Mutu Air Limbah Domestik adalah batas kadar dan
jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam
lirnbah cair untuk di buang dari satu jenis kegiatan tertentrr.

22. Penxnahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari
permukiman, haik perkotaan maupun perdesaan, yang
dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas
umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak
huni.

23.lar: Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB,
adalah pertzrnan yang diberikan oleh pemerintah daerah
kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru,
mengubah, memperh*as, mengurangi, dan/atau rnerawat
bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif
dan persyaratan teknis yang berlaku.
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24. Lingkungan hunian adatah bagian dari kawasan

p.rirrt iirr, yang terd"iri atas lebih dari satu satuan

permukiman-

25. permukiman adalah bagian dari lingkungal hunian yang

terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang

mempunyai prasarana, sa'rana, utilitas llmlrm' serta

mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan

perkotaan atau kawasan perdesaan'

Bupati dengan Gubernur I B;uPatt/
yang dibuat secara tertulis serta
kewajiban.

27,Badan Usaha adalah sekr-rmprrlan orang dan atatr modal

yangmerupakankesatuanbaikyangmelakukanusaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perslroan - Terbatas, perseroan Komanditer, perseroan

lainnya, Badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan

,"*. dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan' yayasan'

"rgt*ui*i 
massa, trganisasi sosjal politik 3.tau 

organisasi

V"ig "".itnisnya, 
lei,miiga, bentuk usaha tetap dan bentuk

usaha lainnYa.

28. Sosialisasi,.. Advokasi, Karnparrp, Edukg'si, dan Promosi-- ;;;t seianiutnya,:di,gebut Sernr, **"1:1 kegiatan untuk
beUlsanuam Siit"*'Pen@olaan Air Limbah Doneestik;

,:''., g,i\S II .,,,

ASAS DAN TUJUAN

26.Keqasama Daerah adalah kesepakatan antara
Walikota/ Pihak Ketiga,
menimbulkan hak dan

(1) pengelolaan air"''lim,bih: domestik diselenggarakan
-_--

a. tanggtlng jawab,; ' 
.

b. manfaat;

c. keadilan;

d. partisipatif;

e. kehati-hatian; dan

f. kelestarian dan keberlanjutan.

(2) Asas tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin
hak warga masyarakat atas lingkungan hidup yang baik
dan sehat dengan mengelola air limbah domestik yang
dihasilkan.

(3) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
ad.alah bahwa segala usaha danf atau kegiatan pengelolaan
air limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan
daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan
kesehatan masyarakat.
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(4)

(s)

(6)

Asas keadilan sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) huruf c
adalah bahwa penyelenggaraan pengelolaan air limbah
domestik m"n".i*inkan keadilan secara proporsional bagi

setiap rv\rarga negara.

Asas partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk
berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan
pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik baik secara
langsung maupun tidak langsung.

Asas kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ay,at (1)

huruf e adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak
suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan
merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah
meminimalisasi atau menghindari ancafiran terhadap
pencemaran danfatau kerusakan lingkungan hidup'

(7) Asas kelestarian dan keberlanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah bahwa setiap orang
memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap
pengelolaan air limbah domestjk dalam upaya pelestarian
a"y" dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas
lingkungan hidup baik untuk generasi saat ini maupun
akan datang

P"asal''3aqu.Av

(1) Pengelola4n aif limbah,dqpeslik bertqiuan untuk:

rgelolaan air limbah domestik
yang lengkap, 'eIiSlen, efektif dan berwawasan
lingkungan;

b. me1indung,r,, wilayah,...,terhadap ancarnan pencemaran
lingk4ngan,'d4ri'ganiguan l<esehatan masyarakat;

c. memelihara ' ,lnralitas dan fungsi lingkungan
sebagairnana ditentqkan dafam baku mutu lingkungan
terkail sur,r,rber d4yq air dan tanah;

d. mewujudkan,.':par.tisipasi aktif masyarakat terhadap
pemeliharaan kondisi sanitasi;dan

e. memberikan pedoman bagr pengelolaan air limbah
domestik di daerah.

BAB III
SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Sasaran dari pengelolaan
mencakup:

a. permukiman;

b. kawasan perumahan;

c. asrama;

d. rumah susun;

e. perkantoran;

air limbah dornestik
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f. rumah makan atau restoran;

g. pusat perbelanjaan;

h. industri; dan

i. prasarana sosial dan umum.

(2) Sasaran dari pengelolaan air limbah domestik sebaeaimana
dimaksud pada ayat (1), termasuk tempat usaha dan/atau
kegiatan lainnya yang menghasilkan limbah domestik.

(3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

a. sistem SPALD;

b. penyelenggaraan SPALD;

c. kelembagaan;

d. hak dan kewajiban masyarakat;

e. peran serta mas5rarakat;

f. kerjasama dan kemitraan;

g, pembiayaan; dan

BAB IY :

SPALD

,'" ' Qqgian Keqqtu ,,1,r,

'' -',' ':,tl:.:1Vrnucl"'' '; ' ,''

(1) Air limbah dqmestik terdirir,dar,i,air limbah kakus (btack
water|dat* "inli kaf<qs {gr,eg water).

(2) Air limbah,,non fgEqg, & rey, 'tuatc$ sebagairnana dimaksud
pada':: ayat.- tU,: adalah ..air lirnbah domestik dari kamar
mandi, crr-eian.pakaiani da{r daflrr.

(3) SPALD'&akukarir'..'.teehfh sisternatis, rnenyeltrruh,
berkesinam-b:"rngan dan'ter,padu antara sistem fisik dan non
tisik.

(4) Sistem fisik sebagairnana dimaksud pada ayat (3) meliputi
aspek teknik operasional.

(5) Aspek rron fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
meliputi aspek kelembagaan, keuangarr, administrasi, peran
mas5rarakat, dan hukum.

Pasal 6

(11 Penyelenggaraan SPALD terdiri dari :

a. SPALD-T; dan

b. SPALD-S.

(2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan mempertimbangkan :

a. rencana tata ruang wilayah;

b. cakupan pelayanan;
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Bagian Kedua
SPALD-T

Pasal 7

(1) Penyelenggaraall SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam
pasal 6 iiat (1) huruf a, berdasarkan cakupan pelayanan

meliputi :

a. skala Perkotaan;

b. skala permrrkimqo;ld4 .

c: skala'kawasan tertentu.

(2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana
' ' d.imaksud pada ayat (1) huruf a untuk lingkup perkotaan

dengan n-rinimal layanan 20.0oo (dua puluh ribu)jiwa.

(3) Cakupan petay{I}aa.: ':skala permukiman sebagaimana
dimakiud iA ,: ayat,'" {1) , huruf b, untuk lingkup
permukiman -rdeii*an:: lavanan 50 (1ima puluh) j i w a

iampai 2O-OOO {dua puluh,ribu} jiwa.

(4) Skala kawasan.tertentrr sebagaimana -diry3ksud 
pada ayat

(1) hu1'uf c, ,' liputi..triiyanan unh:k littgkup kawasan
komersial dan/,a!gr+,,,-,,.bang1+nan tertentu seperti rumah
susun, hotel, pusai perbelaajaan, perkantoran, perumahan,
kawasan industri, dan prasararta sosial dan umum seperti
rumah sakit, pesantren, terminal, dan stasiun.

c. kepadatan Penduduk;

d. kedalaman muka air tanah;

e. permeabilitas tanah;

f. kemiringan tanah;

g.kondisisosial,budayadanekonomimasyarakat;dan
h. kemamPuan Pembiayaan'

'Fasal I .

Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam
cakupan pelayanan SPALD-T yang sudah terbangun, harus
disambungkan dengan SPALD-T tersebut.

Rumah dan/atau bangunan baru yang tidak termasuk
dalam cakupan pelayanan SPALD-T yang sudah terbangun,
harus membuat SPALD yang sesuai.

Pembangunan SPALD-T untuk perumahan baru menjadi
tanggung jawab pengembang dengan mencantumkan di
dalam rencana tapak lsite-plan).

Pasal 9

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf a, terdiri dari:

a. Sub-sistern Pelayanan;

b. Sub-sistem Pengumpulan; dan

(1)

(21

(s)
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c.

(u

(21

Sub-sistem Pengolahan TerPusat'

Pasal 1O

sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 9 huruf ^ io".opakan prasarana dan sarana untuk
menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui
p.rp1pa", ke Sub-sistem Pengumpulan'

Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mencakup kelengkapan sesuai ketentuan teknis yang

berlaku.

(1)

(21

(1)

(21

(3)

Pasal 11

sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal t huruf b merupakan prasafana dan sarana

untuk menyalurkan air limbah domestik melalui
perpipaan dari sub-sistem Pelayanan melalui jaringan pipa

menuju Sub-sistem Pengolahan Terpusat'

prasarana dan, sarafla sebagaimana dimaksud pada ayat
(I_) mencakup kelengkapan sesuai' ketentuan teknis yang

berlaku.

Pasal 12
.,. 

... ::..a:,:. a:a::...,: .

sub-sistem Pengoiahaa.i,Terpusat sebagaimana dimaksud
dalam .Pasal 9'.,6Uruf'q;'',,ffreflIpakan prasaralla dan sarana
untuk,rmengolah. air limbah domestik yang dialirkan dari
sumber,:rnelal,Lii" Sub.siStern, ,p,el4yanan dan Sub-sistem

Prasarans dansa:rana set ana dimaksud pada ayat (1)

berupa,IPALD'iaelipq6j;,;,','1,, 
,

a. IPALD k ta untuk cakupan pqtrayanan skala perkotaan;

.

b. IPALD '';eunukimgg .,.llntuk cakupan pelayanan skala
permukirnan .atauskala'kawasan tertentu.

IPALD sebagaimanardirnaksud pada ayat (2\, terdiri atas
prasarana utama dan prasarana dan sarana pendukung
yang rnasing- masing mencakup kelengkapan sesuai
ketentuan teknis yang berlaku.

Pasal 13

Dalam hal IPALD sebagaimana dimaksud daiam Pasal 12
ayat (2) dan ayat (3), tidak dilengkapi dengan bangunan
pengolahan lumpur, lumpur yang dihasilkan harus
diangkut dan diolah di IPALD yang memiliki bangunan
pengolahan lumpur atau diangkut dan diolah di IPLT.

Pasal 14

Prasarana dan sarana IPALD harus mendapat izin sesuai
ketentuan perundang-undangan.
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{21

(1)

(21

(3)

(+)
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Pasal 15

Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal t huruf c, menlpakan prasarana dan sarana
untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari
sumber melalui Sub=sistem Pela5ranan dan Sub=sitem
Pengumpulan.

Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa IPALD meliputi:
a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan;

dan/ atau
b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala

permukim-an atau skal,a" kawasan tertqqtu.

Bagian Ketiga
SPALD-S

Pasal 16

Komponen penye lenggaraan S PAlD,S,sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Sub-sistem Pengolahan Setempat;

b. Sub-sistern Pengangkutan; dan

c Sub-sistern P-engo.la1lan Lumpur Tinja.

Bagian,Keefiipat
Sub-sistem Pengo.lahan Setempat

Pasal 17
.

Sub-sistem Pengglah :',:setempat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 turuf a, merupakan prasarana dan sarana
untuk mengumpulkan dan mengolah ,ir tirnU^tt domestik di
Iokasi sumber.

Sub-sistem Fengolahan Setempat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri
atas:

a. skala individual; dan

b. skala komunal.

Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (21

truruf a diperuntukkan 1(satu) unit rumah tinggal atau
bangunan.

Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b diperuntukkan:

a. 2 (dua) sampai dengan 1O (sepuluh) unit rumah tinggal
dan/ atau bangunan; dan/atau

b. Mandi Cuci Kakus (MCK), yang dapat berupa
perrnanen dan non-permanen (mobile toiletl.

Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis
pada sub-sistem pengolahan setempat sesuai ketentuan
teknis yang berlaku.

(s)
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(6) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) yang belum memenuhi standar secara
bertahap harus diperbaiki dan atau diting!<atkan agar
sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

(7) Pemerintah Daerah dapat membuat kebijakan dalam rangka
memperbaiki atau meningkatkan unit pengolahan setempat
yang belum memenuhi standar.

Bagian Kelima
Sub- Sistem Pengangkutan

Pasal 18

(1) Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 16 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan
lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke
Sub*sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

{2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa
kendaraan pengang!<ut ]anS dilenglapi dengan tangki
penampung dan'alat penyedot, lurnpur tinja serta diberi
tanda pengenal khusus.

tsagian Keenam
Sub-Sist rpJngolahan Lumpur Tinja

' ,,:i.. ,:: .::ii:.

(1) Sub-sistem Pengolahan,-, Lumpur Tiqia sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 16 huruf c, merupakan prasarana
dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.

(21 IPLT sehagaim :.,d@$sud, P*d". -ayat (1), dilengkapi
dengan prasarana dan - sa"rana sebagai berikut:

a. Prasarana utama; dan ' ..

b. Prasarana dan sarana pendukung.

(3) Prasarana utama " sebagairnana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, meliputi:

a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;

b. unit ekualisasi;

c. unit pemekatan;

d. unit stabilisasi;

e. unit pengeringan lumpur; danf atau

f. unit pemrosesan lumPur kering.

(4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2\ huruf b, meliPuti:

a. platform (dumping station);

b. kantor;

c. gudang dan bengkel kerja;

d, laboratorium;

e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan
oPerasional, dan jalan insPeksi;
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f. sumur pantau;

g. fasilitas air bersih;

h. alat pemeliharaan;

i. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);

j. posjaga;

k. pagar pembatas;

1. pipa pembuangan;

m. tanaman penyangga; dan

n. sumber energi listrik.
(5) Prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dan (2) disediakan oleh Pemerintah Daerah di lokasi
yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan dokumen
perencanaan daerah terkait.

Pasal 20

Prasar,a{ra darr sarana IPLT han.rs mendapat Din sesuai
ketentuan perundang-undangan.

(1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana
dimakeud'dak!&t,F--asal' trE::huruf c, merupakan prasarana

- dan sarana untuk mengolah lurnpur tinja berupa IPLT.

(21 IPLT sebagaim a dimakr*tld padaayat (1), dilengkapi
dengan'prasarillla... a,sebagai berikut:

a. prasafana U. ir'd.e*..r'..r,
b. prasarang, dan-sarana pendukung.

(3) Prasarana:ut 'sebagaime4a dimaksud pada ayat (2)
huruf a, metripuli; ' ,, ,,; ,., ::: '.

a. unit penyaringan secara r,nekani.k atau manual;
b. unit ekualisasi;
c. unit pemekatan;
d. unit stabilisasi;
e. unit pengeringan lumpur; danl atau
f. rrnit pemro$esarr hrmpur kering.

(a) Praqalaqa d.ar_r_ $arqrra pendd<lrtrg sebagarlllan-a d-imaks"ud
pada ayat (2) huruf b, meliputi:

a. platform (dumping station);
b. kantor;
c. gudang dan bengkel kerja;
d. laboratorium;
e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan

operasional, dan jalan inspeksi;
f. sulrrrrr pantarr;
g. fasilitas air bersih;
h, alat pemeliharaa{ri
i. peralatan Keselarnatan dan Kesehatan Keqja (K3);
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j.posjaga;
k. pagar pembatas;
l. pipa Pembuangan;
m. tanarnan Penyangga; dan/atau
n. sumber energi listrik.

BAB V
PENYELENGGARAAN SPALD

Bagian Kesatu
Urnum

PasaT 22

Penyelenggaraarl SPALD meliPuti :

a. perencalLaan;

b. konstruksi;

c. operasi dan pemeliharaan; uT,, 
, ,.

Bagian Kedua
Perencanaan

Perencanaanr,$PAEf,}.'
22 hluruf a, rneliputi,,j
a. rencana iaduk;ir'

(2) Rencana Induk SPALD
perundang-undangan.

ditiraksud dalam Pasal

disusun sesuai ketentuan

b. studi kelayqkaxi,!:.daxL,11 ,

c. perencarra.an .qrylf.113$
, ..,,,- ,...' 

#;;:.i:.,j ,,rr.' ..". 
.:

(1) Rencana",,ifi.4Uk,"sebagAigf sud dalam Pasal 23
huruf a, iii&tapkgl .untuk.jqngka_ waktu 20 (dua puluh)
tahun, dan'di1 ''p}nifrj*uan ulang atau evaluasi setiap
5 {[ima] tahun sekali.'''

Pasal 25

(1) Studi kelayakan sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 23
huruf b, disusun berdasarkan :

a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan,

b. kelayakan teknis, ekonomi, dan keuangan; dan

c. kajian lingkungan, sosial, hukum, dan kelembagaan.

(2) Studi kelayakan berlaku paling lama 5 (lima) tahun.
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Pasal 26

(1) Perencanaan teknis terinci SPALD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 huruf c, bertujuan untuk memenuhi syarat
teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T.

(2) Perencanaan teknis terinci SPALD Sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan perencanaan detail prasarana dan
sarana SPALD.

(3) Penlrusunan dan ketentuan perencanaan teknis terinci
SPALD dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan
Perundang- undangan.

Bagian Ketiga
Konstruksi

Pasal 27

(1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana
drm,qksud dalam Pasal 22 hur:uf b terdiri atas:

a. persiapan konstruksi;
b. pelaksanaan konstruksi; dan

c. uji coba sistem.

{2) Persiapan konstrylesi;.peJaksanaan konstruksi, dan uji coba
sistem ,seliagai l\aiia dinaaksud'pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai ketentu l,peraturan perundang-undangan.

. ii.ii i:: ':i: , 
'. ". .: . :.

--- ----r---
O.pirasir dan P, eraeliharaan

'. .. . ,:,:

(1) Operasi dan', pemeliharaan'' SPALD dilaksanakan dengan
tujuan menjamin kelangsu'ngan fungsi SPALD sesuai
perencanaan.

(2) Operasi dan pemeliharaan rnencakup kegiatan rehabilitasi.

(3) Operasi dan pemeliharaan SPALD sebagairnana dimaksud
pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Penyelenggara
SPALD dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional
Prosedur pengelolaan SPALD.

(a) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan SPALD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling
sedikit:

a. Sistem Manajemen Lingkungan; dan

b. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Keda
[sMK3).

Pasal 29

(1) Kegiatan operasi atau pengoperasian SPALD merupakan
rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan
SPALD-T sesuai perencanaan.



-15-

(2|Pemeliharaanmerupakankegiatanperawatankomponen
SPALD secara rutin dan/atau berkala'

{3) pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara

rutingunamenjagausiapakaikomponenSPALDtanpa
penggantian peralatan/ suku cadang'

(4) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud-pada ayat (21'
1 ' merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara

periodit< guna memperpanjang usia- pakai komponen

bpnLn dengan atau tanpa- penggantian peralatan/suku
cadang.

(5) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD
1 { 

sebagaimana dimiksud pada ayat \2\' pelayanan

p"rrgllo1.an air limbah domestik kepada masyarakat atau
pelanggan, tetap berjalan seb'agaimana mestinya'

Pasal 30

(t) Operasi dan peraeliharaan SPALD-T T9*p"tan rangkaian, 
tegiatan p"rgop.rasiam dan I pemelihartan sub-sistem
fel"ayanani Sub-sistem Pengumpulan, dan Sub-sistem

(2) Operasi dan pemeliharaan SPALD-S lgrupakan rangkaian
t<igiata4 .pengopeiasi.an dan .pemeliharaan Sub-sistem
Pengolaha; Sete;npat;'$u!-**k Pengangkutan, dan Sub-
sistem Pengolah,ditl"u Tinja,,

.. . . 
,:::

(3) Rincian kegratm,pengoperaslal da-n pemeliharaan SPALD-T
dan SPAlD-Si'sebagaimiina dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (21 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undan-gan.,'',.,:,.

(1)

(2)

(3)

:.t .

Lumpur tinja yang terbentuli di sub-sistem pengolahan
setempat skala:individual dan skala komunal sebagaimana
dimaksud dalarrl Pasal 17 'ayat (2) harus di sedot secara
berkala paling lama 3 {tiga} tahun sekali, diangkut dan
diolah di IPLT sesuai Standar Operasional Prosedur
pengelolaan lumpur tinja.

Lumpur tinja dari mabile toilet sebagaimana dimaksud
pada Pasal 17 ayat (4) huruf b, harus di sedot, di angkut,
dan di olah di IPLT secara berkala danf ata:u setiap selesai
suatu kegiatan.

Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem atau
program penyedotan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal
&2r2|.

Pasal 32

(1) Air hasil pengolahan di IPALD Sub-sistem Pengolahan
Terpusat yang di buang ke badan air permukaan harus
memenuhi standar baku mutrr air limbah domestik sesuai
ketenluan perafuran perundang-undangan.
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(2) Air hasil pengolahan di IILI vang di buang ke b.a{p. air

permukaa" . Aib *.*.rrrhi siandar baku mutu air limbah

domestik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.

Pasal 33

(1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:

a. cairan;

b. padatan; danf atau

c. gas.

(2) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk caitan

sebagaimana dimaksud pad'a ayat (1) ,huruf a' dapat

dima;faatka.n di antaranya untrrk kebutuharr penggelontor

kak r", alat pendingtn udara, dan hidran kebakaran'

(3) Hasil pengolahan air limbah d.omestik berbentuk padatan
' sebagaim"rr" ai*"f.sud pada ayat (1) huruf b' dapat di

manlaatkan untuk camprrran pupuk dan/atau campuran

kompos untuk tanar,nan non pangan dan/atau bahan

bangunan. l' '.,',,
(4) Hasil pengolah*1 , air,'ti*!"n aolg3tit< berbentuk gas

sebagaimana ai*at<su4.:pada ayat (U huruf c, dapat di
manlaatkan sebagai: surnbel energi, terbarukan'

(5) Pemanfaatan hasil pengolahan ait limbah domestik
sebagairnana diraaksud:Bada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4),

dilaksanakan lsesuai ,,dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemanfaatan

. BAB VII
KELEMBAGAAN .

Pasal 34

Penyelenggaraan SPALD menjadi tanggung jawab
Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang
membidangi urusan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Bupati membentuk UPT PALD Kabupaten yang
berkedudukan di bawah dinas sebagai operator PALD untuk
menangani pengelolaan air limbah domestik dan dapat
berbentuk BLUD.

Dalam hal UPT PALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
belum dibentuk, maka pelaksanaannya dilakukan oleh
Bidang Terkait pada Perangkat Daerah yang membidangi
urusan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 35

(1) Penyelenggaraan SPALD oleh Kelompok Masyarakat berupa
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

(1)

(21

(3)
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(2) Badan Usaha SPALD yang melaksanakan sendiri

penyelenggaraan SPALD harus mendapat tzin dari
Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 36

(1} Pembiayaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Betranja Daerah; dan

b.sumberdanalainyangsah/ataupihakswasta.
(2) Pembiayaan sebagaimana- dimaksud pada ayat (1) untuk

investasi, pengopcrasian dan pemeliharaan'

(3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud padaw 
ayat (1) huruf c yang berasal dari swadaya masyarakat,
Pelaksanaannya sesuai ketentuan perundang*undangan.

BAB IX
PEIVIBI NAAN DAN. FENGAW.ASAN

Bagian Kesatutil;h;;
.. .:

( 1 ) Errpati,melahri,,,Peee"ng t .Paerah' yang membidan gi urusan-
Pengelo1a.an Aif,,,,Limbah Domestik melakukan pembinaan
SPALD" ..

(2) Pernbinaa* seba$atm*n*',&.r-naliSrad pada yat (1) melalui:

a. banfuan 1g,fu 1s,,,..1.-.rr,,.,"i.'

on io7-aia.b. bfurrbingB! tekaisl'.,,: '

c. koord,iaasi peayelesggar-aan SPALD;

d. diseminasi:peratu-r44 d€eiah di bidang penyelenggaraan

e. pendidikan dan pelatihan; dan

f. penelitian dan pengembangan.

Bagian Ked,ua
Pengawasan

Pasal 38

(1) Pengawasan penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh Bupati
melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusarr
Pengelolaan Air Limbah Domestik.

(2) Pengawasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:

a. pemantauan;

b. evaluasi; dan

c. pelaporan.
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Pasal 39

(1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, dilaksanakan
untuk mendapatkan data danlatau informasi mengenai:

a. kineda teknis;

b. kinerja non teknis; dan

c. kondisi lingkungan.

(2) Kinerja teknis penyelenggaraan SP-AID sebagaimana! { 
dimatsud pada ayat (1} huruf a, antara lain:

a. kinerja PenYelenggaraan SPALD;

b. kondisi fisik komponen SPALD;

c. kondisi pengoperasian, pemeliharaan; dan

d. rehabilitasi.

(3) Kinerja non teknis penyeleng-garaan sPl,I:D sebaga"imana\ ! 
dir.naksud pada ayat (r1 =hunrfb, antara lain:

a,, kelernbagaan;, I'',
b. manajemen;

c. keuaqgan;

d. peran masyarakat; dan

e" hukurg. .::,,.'",,:: '1.,,
(a) Kondisi. Iingkl{4ga& pen$lenggaraan SPALD sebagaimana

dimaksud pada,,gyat'{U h f c, antara lain:
'':'::: : :".::

a. pemarrtau:14l petilfu, btlang' air besar sembarangan;

b. pernantaudii.1<rra1ita*','...,air pada badan air permukaan;
dan.' .' ,.. . .. i .i

c. pe$ant4uan kualitas air'tanah.'

'",'' ' Pasai'40 i'r 
''I 40q rv

(1) Pemantauan penyelengggaraarr SPALD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38, dilaksanakan dengan cara:

a. langsung; dan/atau
b. tidak langsung.

(2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mengadakan
kunjungan lapangan guna mernperoleh garnbaran secara
langsung penyelenggaraarl SPALD.

(3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mempelajari
data dan laporan penyelenggaraan SPALD.
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(1)

tzl

Bagian KeemPat

Pasal 41

Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat {2) huruf b, bertujuan untuk mengukur
keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan
penyelenqgaraan SPALD.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1},
dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil
pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.

Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai b-ahan
masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan
SPALD dan perumusan kebijakan Perangkat Daerah yang
berwenang.

BAB X
SAKEP

Pasal 43

SAKEP pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh
Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lain ke seluruh
lapisan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas
lingkungan yang sehat.

SAKEP bertujuan untuk memberikan informasi dan
pematraman tentang sistem pengelolaan air limbah
termasuk standar teknik prasarana dan sarana SPALD-S
dan SPALD-T.

SAKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
melalui pendekatan berbasis masyarakat.

(3)

Pasal 42

(1) Pelapofaq penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (2\ hurrf c, adalah kinerja
penyelenggara SPALD Kabupaten dengan menyerahkan
laporan peqyelen araan SPALD kepada Bupati.

(2) Pelaporan kinerja penyelenggaraan SPALD sebagaimana
dimaksud.pada a5rr4t ($;.paling sedikit memuat:

a 1 I .i . 1. a Ia. laporan debjt,'aif lim&ah domestik;

b. kualitas in{luen; .'. Li 
,.,

c. kualitas eflrren; . .., :,,'
',, r''':r' 

rj'- 1:'l: r':: "l: ' i ':

d. kualit4s airdisurnur,pantau; dan

e. kualitas, UaAiin,air:'peaerima.

(3) Penyelenggara :sPet D '' ,' rneRyampaikan laporan
penyelerrggaraan, SPAL. D sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), paling sqdikit 1 {satu},kati'datam 1 (satu) tahun.

(4) Laporan penyelehggaraan SPALD sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), sebagai basis data (database) sistem
informasi air limbah domestik.

(1)

(21

(3)
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Bentuk SAKEP dapat dilakukan melalui media elektronik,

*"ai" cetak lkoran, majalah, leafTeat' brosur)' workshop'

tatkslwu, tatap muka langsung dengan masyarakat'

SAKEP sebagaimana dimaksud pada ayat-(.11 dilaksanakan

of.ft Perarigkat Daerah yang membidangi urusan

Pengelolaan Air Limbah Domestik'

(s)

BAB XI
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik' masyarakat

berhak untuk:

a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta

terbebasdaripencemaranairlimbahdomestik;
b.mendapatkanpelayanandalampengelolaanairlimbah

domestik yu,'g* taydt dari pemerintah daerah, dan/atau
pihak lain y4ng diben *u*"_g jiY:o,

c. mendapatkan pembinaan pola'hidup-bersih dan sehat
serta iengelolaan air limbah domestik yang berwawasan

lingkungan;

d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak

negatiidari kegiatd'p.eagelolaan air limbah domestik; dan

e. memperoleh infurmasi,,"te'I1tar,rg kebijakan dan ret30afla

pengimbangan:pengelola air limbah domestik'

: ' ,Pasal45,,-,

Setiap orang atau Badan,usaha berkewajiban untuk :

a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui
SPALD-S atau S.PALD-=T;

b. melakukan penyedotan lumpur tinja secara berkala atau
terjadwal bagr yangr 'menggunakan SPALD-S dan
membuattgttya k" IPLTf dan

c. membayar retribusi/iuran bagi yang menerima pelayanan
sistem terpusat dan sistem komunal yang dikelola oleh
instansi yang berwenang.

(u

Pasal 46

Setiap orang atau Badan usaha sebagai pengelola
dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib
melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara
berkala atau terjadwal.

Setiap orang atau Badan usaha sebagai pengelola
dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman
atau skala kawasan tertentu wajib :

a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga
mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak
melampaui baku mutu air limbah domestik berdasarkan
peraturan perundang-undangan ;

{2)
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(3)

(1)

(21

b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan
ketentuan teknis yang diatur dalam perundang-
undangan;

c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan
contoh air limbah domestik; dan

d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah
domestik secara periodik patring sedikit sekali dalam 6
(enam) bulan.

Hasil pemeriksaan kualitas air limbah dilakukan oleh
Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat tzl
disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang
membidangi urusan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal47

Setiap orang atau Badan usaha sebagai pengelola
dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman
atau skala kawasan tertentu wqiib memberikan kesempatan
kepada petugas dari dinas unfltk mer:nasuki lingkungan
kerja perusahaarurya dan membantu terlaksananya
kegiatan petugas tersebut.

Setiap orang "tla *!3{a* ybaSai pengclola dan/atau
penanggqng jawab SPALD-T skala perrnukiman atau skala
kawasan tertentu,,,w.dib.,,, memberikan keterangan dengan
benar, haik secarar'1isart,'maupul'1 tertulis, apabila diminta
oleh petugas. ,, ,

', Pasal 48 ' 'I qoql lv

::.'.t 
:: :|:. 

.'',' 't l:.t,j

(1) Peran serta masyarakatt,dalam
meliputi :

penyelenggaraan SPALD

a. herperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan
air limbah domestik;

b. berperan serta dalam pembangunan instalasi
pengolahan air lirrtbah domestik dalam skala yang
ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;

c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada
kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah;

d. memberikan sarait, pendapat atau pertimbangan
terkait dengan pengelolaan air limbah; dan

e. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait
dengan adanya pengelolaan dan atau pengolahan air
limbah yang tidak sesuai ketentuan dan atau terjadinya
pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air
limbah.

(2) Mekanime peran serta masyarakat pelaksanaan sesuai
dengan ketentuan Perundang-undangan.
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BAB XII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 49

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama

penyelenggaran SPALD dengan:

a. pemerintah Kabupaten/Kota lain;

b. badan u.saha; dan

c. kelornPok masYarakat'

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam

ditriangkan dalam perjanjian kerjasama'

Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagair'rana

pada *y*t (1) dilaksanakan sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan'

dalam

ayat (U,

dimaksud
ketentuan

memenuhi kewajiban
Pasal 46, Pasal 47,

(2)

(3)

: Pasal 5O

rerjas a ,sru. ,aiqa6qud,:,ddiam Pasal 49 dapat

a. penyedota,n dan per:g*n5$q1qn. lrynpw tinj*;

b. pengolahan lumnuf,.$f1
c. pengolahan "in..' o{!,,p!1 m terp-usat; dan

d. 
:.#*H** 

ra a pengelolaan air limbah

',,-.,.-, 
;.1F$Ei:XI*{

SANKSI
'',..,.'.-l: 

:'' 
:11'::i:i':lrr:r-J::r' r:rr_:::''i':1:

. ::,. .p.A .S?. ,

Orang atau'.,bad,d$.;.,,11s9ha .,,yang ;,tidak
sebagaimana..::di{$ak$ud :pada,,,Bi 45,
dikenakan sanksi-5e,!@t:
a. Tegura:r secata te s; ''rr ' :-

b. Pernberhentian kegiatan operasionalrrya; dan

c. Pencabutan surat izin usahanya
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BAB )(IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Diundanekan di Buntok

I,EMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITS SEI.ATAN TAHUN 2O2O NOMOR 1

Ditetapkan di Buntok,

3 1pril I EC

ffi
Gd

SETDA

t


